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ABSTRAK 
Sumber paling besar kesemrawutan lalu lintas kota Makassar umumnya didominasi angkutan umum 
jenis mikrolet. Padahal dalam kondisi kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi, perilaku pengemudi 
kendaraan bermotor menentukan terhadap kel ancaran perjalanan. Oleh karena itu, untuk menciptakan lalu lintas  
aman, lancar, dan tertib, setiap pergerakan kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan lalu lintas dan 
angkutan jalan. 
Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran yang terjadi oleh angkutan kota mikrolet  
dengan melakukan survai terhadap pengemudi mikrolet. Data dan informasi yang diterima diolah dengan teknik 
statistik untuk melihat sejauh mana korelasi dari faktor-faktor penyebab pelanggaran. Lebih lanjut, makalah ini  
juga menggambarkan bagaimana Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai protokol yang digunakan untuk 
menganalisa informasi yang dikumpulkan dari pelanggaran tersebut. 
Dari hasil studi ini, diperoleh persoalan yang menjadi penyebab pelanggaran karena adanya korelasi  
positif dari 5 faktor yang diperingkatkan sebagai berikut: persaingan untuk mendapatkan penumpang (51,7%),  
kesadaran motorik (22,7%), pengalaman mengemudi (18,3%) birokrasi izin trayek (4,1%) dan kelaikan armada 
(3,2%). Tingginya bobot persaingan untuk mendapatkan penumpang dapat dianggap indikasi awal bahwa jumlah 
mikrolet yang ada di kota Makassar sudah tidak optimal. 
 
Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, mikrolet 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 Kemacetan lalu lintas yang berlangsung setiap hari di Kota Makassar akhir-akhir ini 
memang semakin parah. Tidak hanya karena volume kendaraan bermotor roda empat terus 
bertambah, tetapi banyak dipengaruhi tingkat disiplin pengguna jalannya, terutama 
pengemudi. 
 Padahal dalam kondisi kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi, perilaku 
pengemudi kendaraan bermotor menentukan terhadap kelancaran perjalanan. Oleh karena itu, 
untuk menciptakan lalu lintas aman, lancar, dan tertib, setiap pergerakan kendaraan bermotor 
harus sesuai dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.  
 Namun yang terlihat di lapangan, khususnya di Kota Makassar setiap harinya tidak 
sedikit pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran, seperti tidak 
menghiraukan rambu-rambu, marka, dan lampu pengatur lalu lintas.  
 Masalah transportasi kota Makassar diperparah lagi dengan lalu lintas yang bercampur 
(mixed traffic). Berbagai jenis kendaraan bercampur menjadi satu akibat pemda kesulitan 
mengakomodasi tingginya laju pertumbuhan kendaraan dibanding lebar jalan. Berbagai jenis  
kendaraan, mulai dari light vehicle (sedan, jip, station wagon), bus, truk, sepeda motor, sepeda 
dan becak bergerak pada ruas jalan yang sama.  
 Tetapi sumber paling besar kesemrawutan lalu lintas kota Makassar secara kasat mata 
didominasi angkutan umum jenis mikrolet. Dapat dikatakan, mikrolet di kawasan pusat kota 
besar sumbangannya terhadap kemacetan lalu lintas. Jumlah sarana angkutan umum mikrolet  
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dengan trayek tetap sampai tahun 2001 adalah 2630 buah pada 13 trayek (Dinas Perhubungan 
Kota Makassar, 2001). 
 Belakangan pelanggaran lalu lintas yang sering terlihat dilakukan pengemudi mikrolet  
tidak hanya terhadap lampu pengatur lalu lintas saja, tetapi juga mengabaikan area larangan 
berhenti yang berada di jalur kiri mulut persimpangan.  
 Satu bukti dan menjadi pemandangan sehari-hari terjadi di persimpangan Jalan Mesjid 
Raya-Veteran. Tidak sedikit mikrolet dari arah Jalan Mesjid Raya begitu memasuki mulut  
persimpangan malah memperlambat laju kendaraannya walaupun lampu pengatur lalu lintas  
menyala hijau. Akibatnya, kendaraan bermotor pada arah yang sama saat mendekati 
persimpangan lajunya akan tersendat karena jalannya menjadi sempit. Perilaku pengemudi 
demikian jelas menimbulkan antrean panjang.  
 Dengan tidak optimalnya antara jumlah mikrolet yang beroperasi, banyaknya rute 
angkutan kota dan jumlah penumpang, penggunaan prasarana jalan menjadi tidak efisien. 
Selain itu, keadaan tersebut mendorong makin tingginya persaingan di antara sesama 
pengemudi angkutan umum dalam merebut calon penumpang. Pengalaman selama ini 
membuktikan persaingan itu mengakibatkan pelanggaran lalu lintas dan menurunnya sopan 
santun berlalu lintas dengan tidak mengindahkan pemakai jalan lainnya. 
1.2. Tujuan Penelitian 
 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran yang sering 
dilakukan oleh pengemudi mikrolet di kota Makassar yang lebih lanjut dapat dijadikan dasar 
pijakan dalam mengelola potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota. 
2. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini pada prinsipnya adalah penelitian awal yang bersifat eksploratif. Kajian 
tentang faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan melakukan survai terhadap 
pengemudi mikrolet untuk memberikan data/informasi yang diperlukan. Pengambilan 
sampling yang dilakukan dengan menggunakan metode cluster random sampling. Jumlah 
sampel sebanyak 200 pengemudi pada 6 trayek dimana pengemudi mempunyai jumlah rit  
rata-rata per hari yang terbanyak, yakni pada trayek kode I, B, E, C, G dan F. Data dan 
informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dengan metode Koefisien Kontigensi dan metode 
Analytic Hierarchy Process. 
Tabel 1. Trayek Mikrolet di kota Makassar 
Kode 
Trayek Jalur Trayek 
Panjang Rit 
(km) 
Jumlah Rit rata-
rata/hari 
A BTN Minasa Upa – Makassar Mall – Butung 25 7 
B Terminal Tamalate - Cendrawasih - M. Mall 27 11 
C Tallo - Makassar Mall 14 10 
D Terminal Daya - Makassar Mall 31 8 
E UNM - Panakkukang – Makassar Mall 24 10 
F Tamalate - Veteran – Makassar Mall 22 9 
G Daya - Tol - Butung - Makassar Mall 33 9 
H Perumnas Antang - Makassar Mall – Butung 32 8 
I STIKI - Panakkukang - Mall – Butung 20 11 
J Panakkukang - Pa’Baeng-Baeng – Mall 22 8 
B1 Terminal Tamalate - Cendrawasih – UNHAS 45 7 
E1 Term. Panakkukang - UNM – UNHAS 25 7 
F1 Terminal Tamalate - Veteran – UNHAS 45 7 
 Sumber: Hasil Survey 
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3. PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DITINDAK SESUAI UNDANG-UNDANG 
 Tabel 2, adalah jenis pelanggaran yang pada umumnya dilakukan oleh pengemudi 
mikrolet yang ditindak sesuai dengan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Tabel 2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas 
No KLASIFIKASI PASAL JENIS PELANGGARAN 
1 61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 
(1) A UULAJ Yo Psl. 17 (3) & 
(4) PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-
rambu perintah atau larangan. 
2 61 (1) Yo Psl 23 (1) d Yo Psl 8 
(1) b UULAJ Yo Psl 21 (1) & (4) 
PP 43/1993 
Mengemudikan kendaraan bermotor di j alan melanggar marka jalan 
yang berupa garis utuh membujur tunggal atau ganda gerakan 
LL/Jalur. 
3 61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl 8 
(1) d UULAJ Yo Psl. 22 (2) PP 
43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di j alan melanggar marka jalan 
sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan 
oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop. 
4 61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 
(1) C UULAJ Yo Psl. 29 PP 
43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan 
cahaya yang diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas. 
5 61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ 
Yo 55b PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan 
melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan 
menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda. 
6 61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 23 
(1) Psl 22 (1) UULAJ Yo Psl 66 
(2) PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda 
berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu. 
7 51(1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ 
Yo Psl. 73 (1) e PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban 
pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan 
lampu utama, dekat lampu posisi depan dan belakakang, lampu tanda 
nomor kendaraan. 
8 61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ 
Yo Psl. 74 (2) b PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban 
untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau 
membalik arah. 
9 61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ 
Yo Psl. 80 PP 43/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan 
maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor. 
10 56 (1) Yo Psl. 13 (3) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti 
lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta 
gandeng dan kendaraan khusus di jalan. 
11 57 (2) Yo Psl. 14 (2) UULAJ Yo 
Psl 197 (1) & (3) PP 44/93 
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan 
STNK atau STCK beserta BTCK. 
12 57 (2) Yo Psl 14 (2) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/TNCK 
yang sesuai dengan ketentuan. 
13 59 (1) Yo Psl 18 (1) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai 
ketentuan. 
14 54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 34 
UULAJ 
Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mangangkut orang atau 
barang tidak sesuai dengan peruntukan (kecuali yang dimaksud ayat 
1 Psl. 3 PP 41/93). 
15 54 Yo Psl. 12 (1) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan 
tehnis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen 
pendukung. 
Sumber: UU No. 14/1992 dan PP No 43/1993 
4. METODE ANALISIS 
4.1. Koefisien Kontigensi C 
 Merupakan teknik statistik untuk menguji korelasi antar variabel independen pada data 
nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan Chi Kuadrat, sehingga persamaan 
koefisien kontigensi  mengandung nilai Chi Kuadrat. Persamaan koefisien kontigensi C 
adalah: 
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dimana; 
O = fo (observation)  
E = fh (expectation) 
4.2. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) 
 AHP merupakan metode proses untuk membantu menyusun suatu prioritas dan 
menemukan keputusan yang terbaik dimana aspek kuantitas dan kualitas dari keputusan 
tersebut dirasa perlu untuk dipertimbangkan. Pengukuran mengunakan metode AHP banyak 
digunakan dalam pengambilan keputusan multi-kriteria. Inti dari AHP adalah merinci suatu 
keadaan yang kompleks atau tidak berkerangka kedalam komponen-komponennya kemudian 
mengatur bagian-bagian dari komponen tersebut kedalam hirarki yang memberikan 
pertimbangan dan pada akhirnya melakukan sintesis dari pertimbangan tadi untuk 
menentukan variabel mana yang lebih memiliki prioritas tertinggi yang keluar sebagai 
analisis. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Dekomposisi atau pembuatan hirarki, yaitu menyesuaikan suatu masalah atau keputusan 
dalam suatu hirarki yang minimal terdiri dari sebuah tujuan, kriteria-kriteria dan alternatif-
alternatif. Setiap elemen atau level dalam hirarki tersebut dapat diuraikan lebih jauh 
menjadi sekumpulan komponen yang lain. Struktur hirarki tersebut berlanjut ke bawah 
menuju komponen masalah yang lebih spesifik. 
2. Penentuan prioritas setiap elemen dari hirarki,  yakni pengambilan keputusan melalui 
evaluasi dengan cara penilaian adalah mempertimbangkan tingkat kepentingan alternatif 
atau preferensi tiap kumpulan elemen yang ada pada satu tingkat di atasnya. Dalam 
struktur hirarki, evaluasi ini dilakukan pada tiap level dari hirarki.  Penilaian yang 
dilakukan bersifat subyektif yang dibuat dalam bentuk verbal/numerik. Penilaian 
dilakukan dengan cara membandingkan elemen-elemen dari suatu level hirarki secara 
berpasangan sehingga hasil dari penilaian ini merupakan matriks pairwise comparison.  
Untuk membandingkan tingkat kepentingan-kepentingan antar variabel atau komponen 
atau elemen.  
3. Sintesa hasil dengan menggabungkan prioritas yang telah diperoleh pada langkah 
sebelumnya dengan menghitung prioritas global setiap alternatif berkenaan dengan tujuan. 
Nilai prioritas global ini mewakili tingkat pemenuhan setiap kriteria/subkriteria dari 
masing-masing alternatif.  Alternatif dengan nilai prioritas global terbesar adalah alternatif 
yang paling disukai dari semua alternatif yang ada. 
4. Uji konsistensi, yakni evaluasi konsistensi dari pertimbangan yang telah dilakukan, 
evaluasi ini dilakukan dengan berdasarkan pada nilai dari consistency ratio (CR). Agar 
penilaian dianggap konsisten, maka nilai CR harus lebih kecil dari 0,1 (10% 
inkonsistensi). Bilamana CR lebih besar dari 0,1 maka diperlukan penilaian ulang atau 
pemeriksaan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat. 
 Pada dasarnya formulasi matematis pada AHP dilakukan dengan menggunakan suatu 
operasi matriks. Misalnya pada suatu subsistem terdapat n elemen, yaitu A1, A2, A3, …, An. 
Jika dibuat perbandingan berpasangan antara elemen-elemen tersebut, maka akan terbentuk 
matriks perbandingan berpasangan yang dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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A1 A2 … An
A1 a11 a12 … a13
A2 a21 a22 … a23
… … … … …
An an1 an2 … ann  
Dalam hal ini perbandingan matriks berpasangan adalah matriks A dengan unsur aij dengan i,j 
= 1, 2, …, n untuk tingkat hirarki sama. Misalkan unsur a11 sendirinya bernilai 1, nilai 
perbandingan unsur a12 adalah perbandingan tingkat kepentingan elemen A1 dengan elemen 
A2, besarnya nilai a21 adalah 1/a12,  yang menyatakan perbandingan tingkat elemen A2 dengan 
A1. Bila vektor pembobotan elemen A1, A2, …, An dinyatakan sebagai vektor W dimana W = {W1, W2, …, Wn} maka nilai perbandingan intensitas kepentingan elemen ai dan aj dapat pula 
dinyatakan sebagai perbandingan bobot elemen A1 dengan A2, yaitu wi/wj yang sama dengan 
aij. Sehingga matriks perbandingan berpasangan semula (matriks A) dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 
A1 A2 … An
A1 w1/w1 w1/w2 … w1/wn
A2 w2/w1 w2/w2 … w2/wn
… … … … …
An wn/w1 wn/w2 … wn/wn  
Nilai-nilai wi/wj dimana i,j∈R, dijajaki dari penilai-penilai yang berkompeten dalam masalah 
yang dihadapi. Bila matriks A dikalikan dengan vektor kolom W maka akan diperoleh: 
 AW = nW ................................................................................................................ (4.3) 
Rumus di atas menunjukkan bahwa W adalah eigenvector dari matriks A dengan eigenvalue 
n. Jika A tidak didasari pada ukuran pasti, seperti W1, W2, …, Wn tetapi pada penilaian 
subyektif, maka aij akan menyimpang dari rasio wi/wj yang sesungguhnya dan akibatnya 
AW=nW tidak terpenuhi. Tetapi ada 2 (dua) hal dalam teori matriks yang memberikan 
kemudahan, yaitu: 
1. Jika λ1, λ2, …, λn adalah angka-angka yang memenuhi persamaan AW = λW, dimana λ 
adalah eigenvalue dari matriks A, dan aij  = 1, maka semua 
 nλ i
n
1i
=∑
=
 .................................................................................................................. (4.4) 
Karena jika AW = λW terpenuhi, maka semua eigenvalue sama dengan nol kecuali satu 
eigenvalue yaitu sebesar n, maka dalam kasus konsistensi, n merupakan eigenvalue 
terbesar. 
2. Jika salah satu aij  dari matriks positif reciprocal A berubah sangat kecil,  kombinasi 
keduanya menjelaskan bahwa jika diagonal matriks A terdiri dari aij  = 1 dan jika A 
konsisten, maka perubahan kecil pada aij menahan eigenvalue terbesar, λmaks dekat ke-n 
dan eigenvalue sisanya mendekati nol. Karena itu persoalannya adalah jika A merupakan 
matriks pairwise comparison, untuk mendapatkan vektor prioritas maka harus dicari W 
yang memenuhi persamaan: 
 AW = λmaks x W ...................................................................................................... (4.5) 
Perubahan kecil pada aij menyebabkan perubahan λmaks, penyimpangan λmaks dari n 
merupakan ukuran konsistensi. Indikator terhadap konsistensi diukur melalui consistency 
index (CI) yang dirumuskan sebagai berikut:  
 
1-n
nλ
CI maks
−=  ........................................................................................................ (4.6) 
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AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan consistency ratio (CR) dengan 
rumus: 
 
RI
CI
CR =  .................................................................................................................(4.7) 
dimana RI adalah random index,  yang besarnya berdasarkan orde matriks yang diaplikasikan. 
Besarnya nilai RI dapat dilihat pada tabel 3, dan besarnya nilai CR inilah yang menunjukkan 
penilaian kekonsistenan 
Tabel 3. Nilai Random Index Untuk Berbagai Orde Matriks 
Orde Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 Sumber: Saaty (1994) 
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dari hasil wawancara terhadap pengemudi angkutan kota, ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat lima faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas, kelima faktor tersebut adalah 
kelaikan armada, birokrasi dalam pengeluaran izin trayek, pengalaman pengemudi, 
persaingan dalam mendapatkan penumpang, dan kesadaran motorik pengemudi selama 
mengemudikan kendaraannya. 
 Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya antara jenis pelanggaran dan penyebabnya, 
maka data diuji dengan statistik non parametris menggunakan uji koefisien kontigensi C. 
 Kriteria penolakan pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05 dengan uji pihak 
kanan, maka H0 ditolak jika χ2hitung > χ2tabel. 
 Bentuk hipotesa statistik, adalah: 
H0 : Tidak ada hubungan positif antara jenis pelanggaran dan penyebab yang ditinjau 
H1 : Terdapat hubungan positif antara jenis pelanggaran dan penyebab yang ditinjau 
Tabel 4. Tabel Uji Koefisien Kontigensi C 
Jenis Penyebab Pelanggaran 
Kelaikan 
Kendaraan 
Birokrasi Izin 
Trayek 
Pendidikan 
Rendah 
Persaingan 
Penumpang 
Kesadaran 
Motorik 
Jenis 
Pelanggaran 
fo fh fo fh fo fh fo fh fo fh 
Jumlah 
1 0 2.69 0 23.27 21 10.06 133 115.56 46 48.42 200 
2 0 2.69 0 23.27 12 10.06 151 115.56 37 48.42 200 
3 0 2.69 0 23.27 8 10.06 162 115.56 30 48.42 200 
4 0 2.69 0 23.27 2 10.06 182 115.56 16 48.42 200 
5 0 2.69 0 23.27 5 10.06 103 115.56 92 48.42 200 
6 0 2.69 0 23.27 2 10.06 180 115.56 18 48.42 200 
7 2 0.22 0 1.86 2 0.80 0 9.24 12 3.87 16 
8 21 0.85 0 7.33 7 3.17 21 36.40 14 15.25 63 
9 0 2.69 0 23.27 25 10.06 26 115.56 149 48.42 200 
10 0 0.17 5 1.51 2 0.65 6 7.51 0 3.15 13 
11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
13 0 0.32 0 2.79 0 1.21 24 13.87 0 5.81 24 
14 0 2.61 194 22.58 0 9.76 0 112.09 0 46.97 194 
15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Jumlah 23   199   86   988   414   1710 
Persentase 1.3%   11.6%   5.0%   57.8%   24.2%   100% 
 Sumber: Hasil Analisis 
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 Dari tabel di atas diperoleh nilai C sebesar 0,786, maka nilai ini menginterpretasikan 
hubungan yang kuat antara jenis pelanggaran dan penyebabnya. 
 Nilai χ2hitung = 2756 dibandingkan nilai χ2tabel = 72,96 menyatakan penolakan terhadap 
Hipotesis H0.  
1.35%
11.64%
5.03%
57.78%
24.21%
Kelaikan
Armada
Birokras i
Iz in Trayek
Pengalaman
Mengemudi
Persaingan
Penumpang
Kesadaran
Motorik
 
Gambar 1. Pemaparan Data Faktor Penyebab Pelanggaran 
 Pemaparan data menunjukkan bahwa faktor yang lebih banyak mempengaruhi dalam 
mendorong pengemudi untuk melakukan pelanggaran adalah faktor yang berasal dari luar diri 
pengemudi. Data yang dipaparkan memperlihatkan 70,8% adalah faktor eksternal yakni 
persaingan penumpang, kelaikan armada dan birokrasi dalam memperoleh izin trayek.  
 Secara kualitatif, dalam menentukan peringkat penyebab utama pelanggaran, maka 
penerapan metode AHP dilakukan dengan menginterpretasi informasi dari pendapat 
pengemudi untuk skala intensitas dalam perbandingan berpasangan. 
 Seperti penjelasan sebelumnya bahwa responden yang memenuhi syarat untuk analisis  
adalah responden yang memberikan penilaian dengan nilai CR ≤ 0.10. Jadi, dari 200 
responden pengemudi yang disurvei, terdapat 58 responden yang memenuhi syarat.  
Metode ini adalah salah satu metode analisis multi-kriteria yang menggunakan bentuk proses 
yang berjenjang, yaitu dari level satu (tujuan analisis berdasarkan kepentingan kelima 
komponen terkait), ke level dua (kriteria yang menentukan tujuan). Tujuan analisis (pada 
level satu) adalah untuk mendapatkan faktor penyebab pelanggaran. Komponen yang terkait  
(berkepentingan) dalam penentuan tujuan analisis ini adalah kelaikan armada, birokrasi dalam 
pengeluaran izin trayek, pengalaman pengemudi, persaingan dalam mendapatkan penumpang, 
dan kesadaran motorik pengemudi selama mengemudikan kendaraannya. Struktur hirarki 
dalam analisis pengidentifikasian faktor penyebab pelanggaran adalah struktur hirarki tidak 
lengkap yakni hirarki tanpa adanya alternatif, seperti pada gambar 2. 
Faktor Penyebab Pelanggaran
Kelaikan
Armada
Persaingan
Penumpang
Birokrasi Izin
Trayek
Kesadaran
Motorik
Pengalaman
Mengemudi
 
Gambar 2. Dekomposisi Faktor Penyebab Pelanggaran 
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 Penentuan nilai bobot adalah penentuan nilai perbandingan dari kriteria-kriteria 
terhadap tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Proses penentuan nilai bobot ini dilakukan 
dengan normalisasi nilai-nilai dalam matriks terhadap jumlah nilai tiap kolom lalu 
menjumlahkan nilai-nilai pada tiap baris dan menormalisasi jumlah baris tersebut terhadap 
jumlah elemen. 
Tabel 5. Normalisasi Perbandingan Berpasangan 
Kelaikan Armada 0.036 0.064 0.025 0.017 0.013 
Persaingan Penumpang 0.321 0.576 0.712 0.472 0.416 
Birokrasi Izin Trayek 0.250 0.144 0.178 0.354 0.364 
Kesadaran Motorik 0.250 0.144 0.059 0.118 0.156 
Kelayakan Mengemudi 0.143 0.072 0.025 0.039 0.052 
 Sumber: Hasil Analisis 
 
Tabel 6. Nilai Bobot Kriteria 
Kelaikan Armada 0.031 
Persaingan Penumpang 0.499 
Birokrasi Izin Trayek 0.258 
Kesadaran Motorik 0.145 
Kelayakan Mengemudi 0.066 
 Sumber: Hasil Analisis 
 Consistency Ratio (CR) dihitung untuk melihat gambaran tingkat kekonsistenan 
responden dalam membandingkan dan memberikan derajat perbandingan. Proses perhitungan 
nilai CR ini dilakukan dengan mencari nilai eigenvector, proses pertama adalah mengalikan 
matriks perbandingan antar kriteria dengan matriks bobot kriteria yang menghasilkan matriks  
nilai eigenvector tiap elemennya. 
0.161
2.922
Matriks eigenvector    = 1.500
0.772
0.338  
 Selanjutnya dari nilai eigenvector tiap elemennya kemudian dibagi dengan nilai 
prioritas yang koresponden dengannya lalu kemudian dibagi dengan jumlah elemen sehingga 
nilai eigenvector maksimum (λmaks) = 5,452. Dengan CI = 0,113; RI = 1,12; maka CR = 0,100 
 Penggabungan beberapa pendapat responden untuk memperoleh nilai prioritas secara 
total dengan cara sederhana dan telah dilakukan dalam banyak artikel adalah dengan 
menentukan nilai rata-rata dari nilai bobot dari keseluruhan responden yang mempunyai nilai 
inkonsistensi yang disyaratkan. Bobot kriteria terhadap tujuan untuk seluruh responden 
terlihat pada gambar 3.   
0.029
0.059
0.134
0.259
0.519
Kelaikan Armada
Birokras i Iz in Trayek
Pengalaman Mengemudi
Kesadaran Motorik
Persaingan Penumpang
 
Gambar 3. Bobot Kriteria Untuk Seluruh Responden 
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 Melalui analisa terhadap seluruh responden yang memenuhi persyaratan konsistensi 
(gambar 3), memperlihatkan bahwa persaingan penumpang mempunyai nilai bobot terbesar 
(51,9%) sebagai penyebab pelanggaran. Hal ini merupakan indikasi tidak berimbangnya 
jumlah angkutan kota dengan jumlah penumpang pada tiap trayek. Faktor selanjutnya sebagai 
penyebab pelanggaran adalah kesadaran motorik pengemudi (25,9%), meliputi kewaspadaan 
menurun yang diikuti dengan merendahnya disiplin pengemudi akibat kelelahan, stress 
ataupun tekanan emosional. Peringkat ketiga adalah pengalaman pengemudi (13,4%), data 
yang dikumpulkan menunjukkan bahwa umumnya pengemudi dengan pengalaman kurang 
dari 3 tahun atau juga sopir cadangan adalah pelaku pelanggar aturan lalu lintas yang 
terbanyak.  
 Hal yang menarik dapat dilihat pada pelanggaran karena tidak adanya izin trayek. Hal 
ini terjadi akibat tidak optimalnya pelayanan dari instansi terkait dalam mengeluarkan izin 
trayek. Pemaparan data menunjukkan sebanyak 11,6% dari responden yang disurvai hanya 
memiliki izin sementara, karena lambatnya izin trayek resmi yang dikeluarkan oleh 
Departemen Perhubungan sebagai instansi yang berwewenang dalam hal ini. Sedangkan 
kelaikan kendaraan tidak menunjukkan hal signifikan dalam penyebab pelanggaran oleh 
pengemudi mikrolet, karena seluruh responden mengendarai mikrolet dengan umur kendaraan 
di bawah 15 tahun dan tergolong masih layak. 
 Dengan membandingkan pemaparan data kuantitatif pada tabel 4 dan penilaian 
kualitatif bobot penyebab pelanggaran pada gambar 3, terlihat adanya homogenitas dari kedua 
penilaian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor di atas adalah signifikan 
sebagai penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan kota.  
 
6. KESIMPULAN 
Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 
1.  Identifikasi terhadap penyebab pelanggaran oleh pengemudi angkutan kota adalah karena 
faktor kelaikan armada, birokrasi dalam pengeluaran izin trayek, pengalaman pengemudi, 
persaingan dalam mendapatkan penumpang, dan kesadaran motorik pengemudi selama 
mengemudikan kendaraannya 
2. Penyebab utama pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan kota adalah akibat  
persaingan dalam mendapatkan penumpang. Hal ini mengimplikasikan bahwa pada saat  
ini, jumlah angkutan kota dan jumlah penumpang yang dilayani telah tidak berimbang. 
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